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Tentang
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{,;%jj\ g}jjs PN
Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang ¢ a. bahwa jual beli melalui teknologi informasi telah berkembang di
masyarakat termasuk penggunaan Platform Marketplace;
b. bahwa praktik jual beli sebagaimana huruf a belum diketahui
ketentuan hukumnya dari segi syariah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b,
DSN-MUI memandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang
Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:

A%

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad—akad itu...”
b. Q.S. al-Isra’ (17): 34:

Y5 O Jgall &) wgaldl 138505 .
“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan

dimintai pertanggungjawaban...”
c. Q.S. al-Nisa’ (4): 29:

@

& Blas 588 O Y) Yol 186k wL1gat 15T Y 152al w.u\ P L

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
(mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa
perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian....”

d. Q.S. Al-Kahfi (18): 19:
w$slals Ll S5 41 haisls 40,1 ) 0db 18855 (80T 15ails
1351 4, Cpadd ¥ Labalinds 4k 355
“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota

dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah ia lihat
manakah makanan yang paling baik, maka hendaklah ia membawa
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144 Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah 2

makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan
Jjanganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”

e. Q.S. al-Qashash (28): 26:

2
< e

558 By el g 5 0] ol sl asiis) 0
“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!

Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk

9

bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya’.
f. Q.S. al-Bagarah (2): 282:
381 Aza ol J) it 2513613 13381 5300 T G

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara
tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis...”

g. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:
il Jl i3 o gl g

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya...”

h. Q.S. al-Baqarah (2): 283:
5 b sy BT et o0 35218 Uang 1&0an3 (el GG
“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

i. Q.S. Yusuf (12): 72:
5 4 Ul el e 4515 (15 Al B 1520 525 15105

“Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja; dan
siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh (bahan

» 2

makanan seberat) beban unta, dan aku menjamin itu’.
2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Al-Tirmidzi, dari Abu Hurairah,
bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

SEE Ga B4 Y § Gl e J) LT

“Sampaikanlah  amanah  (titipan) kepada yang berhak
menerimanya dan janganlah membalas khianat orang yang
menghianatimu.”

b. Hadis Nabi riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:
1355 5 I8 s asle 10 Jio bl gy & 4 &0 (s B30 f %
5 5l 3515 43 W3 15 5 ¥ i i o 083 4os Y3 S LS
G O] Geling OF 2d olalll A%y 543 Gl 4a) piddl hiad
A5 s 203 B35 Klas (5 (Kl
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“Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi
wasallam bersabda: Janganlah kalian mencegat rombongan
pedagang (sebelum sampai di pasar) dan jangan pula sebagian
kalian membeli barang yang dibeli orang lain (sedang ditawar)
dan janganlah melebihkan harga tawaran barang (vang sedang
ditawar orang lain, dengan maksud menipu pembeli) dan
janganlah orang kota melakukan penjualan buat orang desa.
Janganlah kalian menahan (tidak memerah) susu dari kambing
(vang kurus [agar terlihat gemuk] dengan maksud menipu calon
pembeli). Maka siapa yang membelinya setelah itu maka ia punya
hak pilih, bila dia rela maka diambilnya dan bila dia tidak suka
dikembalikannya dengan menambah satu sha' kurma.”

c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin al-Shamit r.a.,
riwayat Ahmad dari Ibnu ‘Abbas r.a., riwayat Malik dari bapaknya
Yahya al-Mazini r.a., dan riwayat al-Hakim dan al-Dar al-Quthni
dari Abu Sa’id al-Khudriy r.a.:

b ¥y ¥
“Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak
boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh
orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).”

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dan
riwayat al-Hakim dari Katsir bin Abdillah bin ‘Amr bin ‘Auf al-

Muzani r.a., dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah s.a.w.
bersabda:

Hsaledls s ga1 51 P 35 elie ¥) et 34 $als Alial

Lha Ual 519 255 s a ) agdaghds e
“Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk
mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh
yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram;
dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali
syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.”

e. Hadis Nabi riwayat ‘Abdar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a.dan Abu
Sa’id al-Khudri r.a.:

Sl Gl pl sl o
“Siapa  yang  mempekerjakan  pekerja,  hendaklah ia
memberitahukan kepadanya upahnya.”

f. Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar r.a., riwayat
al-Thabarani dari Jabir r.a., dan riwayat al-Baihaqi dari Abu
Hurairah r.a.:

i

A Cams 1 3 5550 54T ke

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”
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g. Hadis Nabi riwayat Muslim, dari ‘Aisyah dan dari Tsabit dari
Anas:

s ,al, alef Q.
“Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.”
h. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari ‘Urwah:

% " % o o~ ~TE L PR <2 . oY i s 34 -5 .
JB BAEE G Lid B0s (Slah Bis ol uie (L Gils

plac plas alfp asle i oo 0o 3T 8552 (2 G38051 a0l tas
plad Ly LAILS) L3 ( BLa 45 A (ARG (Bl 4 4 (4] Blis

433 7] G AT 51 O3 canls (3 381 4 205 (3L Hlid,
“Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan
menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan
kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita
tentang ‘Urwah, bahwa Nabi s.a.w. memberikan uang satu dinar
kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu
dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia
Jjual satu ekor dengan harga satu dinar. la pulang membawa satu
dinar dan satu ekor kambing. Nabi saw. mendoakannya dengan

keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debu
tanah pun, ia pasti beruntung.”

3. Kaidah Fikih:
sy 5e5 e 805 35 STY Bl oSl g i - |

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali
ada dalil yang mengharamkannya.”

35 Sl -

3

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dihilangkan.’
Sl 3 8853 520 ¢

“Segala dharar (bahaya/kerugian) harus dicegah sebisa
mungkin.”

g3adly coIE Cayally Lol - a

“Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan
sesuatu yang berlaku berdasarkan syara’ (selama tidak
bertentangan dengan syariat).”

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.”
e 13525 alall 44 5305 o501 -5
“Ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya ‘illah.”
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alially Tojie el Je ol 505 -

“Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus mengikuti
(mengacu/berpihak ) kepada kemaslahatan (masyarakat).”

bl &5 25 Aaliall calad i - b

“Di mana terdapat kemaslahatan, di sana terdapat hukum
Allah.”

Memperhatikan : 1. Ahmad bin Ali bin Hajar, Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari,
Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1375 H, Jilid 4, h. 452:

Ol dsiaddl 1y (S35 yunlall yumladl i § Blicha 585 & S &

Saglaa 581 (&

“Seseorang boleh menjadi simsar dalam jual-beli yang dilakukan

oleh sesama orang kota (simsar boleh dilakukan di antara para

pihak yang mengetahui harga wajar [yang berlaku di pasar pada

saat itu] atas barang yang akan dijualnya), namun jumhur
mensyaratan agar ujrah harus ma’lum. ”

2. Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, Raudhah al-Thalibin,
Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M Juz V, h. 687:

4y iades B 325 S 1551 Gulins 2ail s Titid 301 el 35K

bl & J) 5159 5 Jtalls il ol Lol
“Yang dimaksud dengan majelis yang disyaratkan memberi di
dalamnya adalah majelis tawajub (menyepakati), yaitu suatu kondisi

yang menghasilkan ikatan 1ijab dengan qabul, dan tanpa
mempertimbangkan tempat berlangsungnya akad.”

3. Wahbah al-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuh, Damaskus:
Dar al-Fikr, 1989 M, Juz IV, h. 106:

& o8l &5 B S e (K § sl Gulicll 2l e 3511 ool
oty s 02813) L3901 (8a 5E Lhausl HIKa (683 35 &Y w15 o Ka
Ge 3501 Wls (a3t sty 5 (sl of caskly WSLIE Juail
4 u\.\w o1l G685 ol cBadl of ol BaS! il slaS
Je oilids Gl s O @1 YR 3h wiadl Guiad Wi
i Je5 colBraill daseg Gudiell &) 2GEAT UG 1 ey wdadl § 2310
15 6 JUai¥ (55 55 3esLool of atash FKL1 § il ki K5

ol G 55T esus ) olaaal gaz 16 sl ol g a0

“Yang dimaksud dengan satu majelis dalam setiap akad seperti yang
telah kami jelaskan bukanlah keberadaan kedua pihak yang
bertransaksi dalam satu tempat. Sebab terkadang tempat kedua pihak
itu berbeda ketika ada perantara yang menghubungkan keduanya.
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Seperti transaksi via telepon, radiogram atau via surat. Maksud satu
majelis adalah satu zaman atau waktu yang di dalamnya kedua belah
pihak melakukan transaksi. Maka majelis akad adalah kondisi yang
di dalamnya kedua belah pihak melakukan transaksi. Dari hal ini
para ahli figh berkesimpulan: “Sungguh majelis itu mengumpulkan
beberapa hal yang terpisah.” Berdasarkan keterangan ini, maka
majelis akad dalam perbincangan via telepon atau radiogram adalah
waktu tersambungnya kedua belah pihak selama pembicaraan masih
terkait akad. Oleh sebab itu, bila pembicaraan kedua belah sudah
beralih ke hal lain, maka majelis akad berakhir.”

4. Fatwa-fatwa DSN-MUI yang terkait:
a. Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad

Jual-Beli. ,

b. Fatwa DSN-MUI No: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang
Elektronik Syariah.

c¢. Fatwa DSN-MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Ijarah.

d. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad
Wakalah bi al-Ujrah.

e. Fatwa DSN-MUI No: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang
Keperantaraan (Wasathah) dalam Bisnis Properti.

f. Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad
Ju‘alah.

5. Hasil Focus Group Discussion dengan Indonesian E-Commerce
Association (idEA) pada 19 April 2021;

6. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI ke-55 pada hari
Rabu tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 H/22 Desember 2021 M.

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : FATWA MARKETPLACE BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH
Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Platform (wadah elektronik) adalah wadah berupa aplikasi, situs
web, dan/atau layanan konten lainnya berbasis teknologi informasi
yang digunakan untuk transaksi dan/atau fasilitasi perdagangan
melalui sistem elektronik (e-commerce).

2. Marketplace (lokapasar) adalah Platform yang digunakan sebagai
sarana komunikasi untuk transaksi usaha perdagangan secara
elektronik.

3. Penyedia Platform Marketplace (selanjutnya Penyedia Marketplace)
adalah pihak yang menyediakan Platform Marketplace.
A/
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10.

11.

12.

13.

14.

15,

16.

17,

Pedagang adalah pihak yang melakukan Kkegiatan wusaha
perdagangan/memperjualbelikan barang dan/atau jasa untuk
memperoleh keuntungan.

Pelanggan adalah pihak yang biasa atau berminat untuk membeli
barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh Pedagang.

Penjual adalah Pedagang yang menjual barang dan/atau jasa kepada
Pembeli dengan menggunakan Platform Marketplace.

Pembeli adalah Pelanggan yang membeli barang dan/atau jasa dari
Penjual dengan menggunakan Platform Marketplace.

Penyedia Jasa Ekspedisi adalah pihak yang menyediakan layanan
jasa pengiriman.

Layanan Marketplace Murni adalah layanan yang disediakan oleh
penyedia Marketplace untuk memfasilitasi perdagangan, dan
penyedia Marketplace tidak mewakili Pedagang untuk menjual
barang dan/atau jasa miliknya.

Layanan Marketplace Konsinyasi adalah layanan yang disediakan
oleh penyedia Marketplace untuk memfasilitasi perdagangan, dan
penyedia Marketplace mewakili Pedagang untuk menjual barang
dan/atau jasa miliknya.

Akad secara elektronik/online adalah akad yang dilakukan pihak-
pihak melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan
internet.

Akad jual-beli adalah akad antara Penjual dan Pembeli yang
mengakibatkan  berpindahnya  kepemilikan  obyek  yang
dipertukarkan.

Akad jual-beli al-Samsarah adalah jasa perantara untuk menjual
barang, di mana perantara berhak memperoleh pendapatan atas
kelebihan harga jual dari harga yang disepakati sebelumnya.

Akad Jjarah adalah akad sewa antara mu jir dengan musta jir atau
antara musta jir dan gjir untuk mempertukarkan manfa ‘ah dan ujrah,
baik mantaat barang maupun jasa.

Akad Ju‘alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk
memberikan imbalan (reward/ ‘iwadh/ju ‘) tertentu atas pencapaian
hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Akad Wakalah adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa

(muwakkil) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melakukan
perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.

Akad wakalah bi al-ujrah adalah akad wakalah yang disertai ujrah
atas dasar pekerjaan yang dilakukannya.
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18. Akad [I'arah (akad al-‘ariyah) adalah pemberian hak untuk
menggunakan Platform Marketplace dari Penyedia Marketplace
kepada Pedagang dan Pelanggan, tanpa imbalan.

19. Mabi’ adalah barang dan/atau jasa yang dibeli.

20. Majelis Akad adalah kondisi di mana para pihak terfokus melakukan
akad baik antar pihak yang hadir secara fisik (majelis akad hagqiqi)
atau dihadiri secara hukum (majelis akad hukmi); pihak-pihak
menerima dan memahami persetujuan melalui tulisan (antara lain
short message service [SMS], WhatsApp [WA], dan Surat Elektronik
[email]) dalam jaringan.

21. Escrow Account adalah rekening giro di Bank atas nama Penyedia
Marketplace yang merupakan akun sebagai wadah yang digunakan
untuk menerima dan mengeluarkan dana dari dan kepada pengguna
jasa Marketplace.

22. Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang: a)
diterbitkan atas dasar nominal uang yang disetor terlebih dahulu
kepada penerbit; b) nominal uang disimpan secara elektronik dalam
suatu media yang teregistrasi; ¢) nominal uang elektronik yang
dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai
perbankan; dan d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada
Pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

23. Gerai Retail adalah penyedia fasilitas elektronik untuk melakukan
pembayaran harga (tsaman).

24, Hak Khiyar adalah hak Pembeli untuk meneruskan atau tidak
meneruskan akad jual-beli dalam hal mabi’ yang diterimanya tidak
sesuai dengan deskripsi sebelumnya.

25. Tadlis adalah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang
dilakukan Pedagang untuk mengelabui Pembeli seolah-olah obyek
akad tersebut tidak cacat.

26. Ghisysy adalah salah satu bentuk tadlis; yaitu Pedagang
menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan barang yang
dijual serta menyembunyikan kecacatannya.

27. Najsy/Tanajusy adalah menawar barang dengan harga lebih tinggi
oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan
kesan banyak pihak yang berminat membelinya.

Kedua : Ketentuan Hukum

Transaksi dengan menggunakan fasilitas Marketplace boleh dilakukan
dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
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Ketiga : Subyek Hukum
Subyek hukum dalam kegiatan di Marketplace adalah:
1. Pedagang dan Pelanggan;
2. Penjual dan Pembeli;
3. Penyedia Marketplace; dan
4. Penyedia Jasa Ekspedisi.

Keempat : Karakteristik Marketplace

1. Penyedia Marketplace menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas
jual beli barang dan/atau jasa secara elektronik;

2. Penyedia Marketplace menggunakan Escrow Account;

3. Akad pada Platform Marketplace dilakukan secara elektronik.

Kelima : Karakteristik Layanan Marketplace Murni

1. Penyedia Marketplace hanya menyediakan sarana untuk berjualan
dan fasilitas pembayaran;

2. Pedagang secara langsung menawarkan barang dan/atau jasa dengan
cara mendeskripsikan berikut harganya;

3. Barang dan/atau jasa yang dibeli, dikirim dan/atau diserahkan
langsung oleh Pedagang atau melalui Penyedia Jasa Ekspedisi.

Keenam : Karakteristik Layanan Marketplace Konsinyasi

1. Pedagang dan Penyedia Marketplace melakukan akad secara
elektronik untuk menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa
milik Pedagang;

2. Penyedia Marketplace menyiapkan berbagai media promosi, dan
menawarkan barang dan/atau jasa yang disediakan Pedagang;

3. Penyedia Marketplace dan Pedagang menyepakati harga barang/jasa
yang akan dijual;

4. Pelanggan membeli barang dan/atau jasa dengan harga yang sudah
ditentukan oleh Penyedia Marketplace (berdasarkan kesepakatan
dengan Pedagang);

5. Dalam hal Pelanggan setuju untuk membeli barang dan/atau jasa
yang ditawarkan, Penyedia Marketplace menjualnya kepada
Pembeli, dan Pembeli membayar harganya;

6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia Marketplace:

a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung
maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa Ekspedisi),
dalam hal Mabi’ berupa barang; dan
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b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara
langsung maupun tidak langsung (menggunakan Penyedia Jasa
Ekspedisi), dalam hal Mabi’ berupa manfaat/jasa.

Ketujuh : Ketentuan terkait Layanan Marketplace Murni

1. Pedagang dan Penyedia Marketplace melakukan perjanjian terkait
penggunaan sarana Platform Marketplace dan fasilitas pembayaran;

2. Dalam hal penggunaan sarana Platform Marketplace sebagaimana
dimaksud pada angka 1 disepakati adanya wujrah, maka dilakukan
akad ijarah;

3. Dalam hal penggunaan sarana Platform Marketplace sebagaimana
dimaksud pada angka 1 disepakati tanpa ujrah, maka dilakukan akad
i’'arah;

4. Penyedia Marketplace dalam memasarkan barang dan/atau jasa tidak
boleh melakukan tindakan-tindakan yang dilarang secara syariah, di
antaranya dilarang Tadlis, Tanajusy/Najsy, dan Ghisysy;

5. Barang dan/atau jasa yang dijadikan obyek akad harus berupa barang

dan/atau jasa yang boleh dijadikan objek akad secara syariah dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Dalam hal mabi’ yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan
deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka berlaku Hak
Khiyar;

7. Harga dapat dibayar melalui fasilitas pembayaran yang disediakan
oleh Penyedia Marketplace melalui transfer, uang elektronik, tunai
di Gerai Retail, atau cara pembayaran lainnya yang tidak
bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

8. Setelah akad jual beli dilakukan, Penjual:

a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung
maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi),
dalam hal Mabi’ berupa barang; dan

b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara
langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia
Ekspedisi), dalam hal Mabi’ berupa manfaat.

9. Dalam hal pengiriman dan serah-terima Mabi’ menggunakan jasa
Penyedia Ekspedisi, dilakukan akad ijarah antara Penyedia Ekspedisi
dengan Pedagang atau Pembeli (sesuai kesepakatan);

10. Dalam hal Mabi ‘ rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (al-taqshir)
atau melampaui batas (al-ta ‘addi), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib
bertanggung jawab atas kerusakan Mabi ‘ tersebut.
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Kedelapan : Ketentuan Akad dalam Layanan Marketplace-Murni

1. Dalam hal dilakukan akad jual-beli, berlaku ketentuan Fatwa DSN-
MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual-Beli;

2. Dalam hal dilakukan akad ijjarah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-
MUI No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah.

Kesembilan : Ketentuan Layanan Marketplace-Konsinyasi

1. Pedagang dan Penyedia Marketplace dalam rangka menawarkan
dan menjual barang dan/atau jasa kepada Pelanggan dapat
melakukan:

a. akad bai‘ al-samsarah;, Pedagang sebagai pemberi izin jual
(kuasa), dan Penyedia Marketplace sebagai simsar;

b. akad wakalah bi al-ujrah; Pedagang sebagai muwakkil, dan
Penyedia Marketplace sebagai wakil; atau

c. akadju ‘alah; Pedagang sebagai Ja ‘il, dan Penyedia Marketplace
sebagai Maj ‘ul lah.

2. Barang dan/atau jasa yang akan dijual harus barang dan/atau jasa
yang boleh dijadikan obyek akad secara syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

3. Penyedia Marketplace dalam memasarkan barang dan/atau jasa
tidak boleh melakukan tindakan yang dilarang secara syariah, di
antaranya dilarang Tadlis, Tanajusy/Najsy, dan Ghisysy;

4. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara yang
sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang elektronik,
atau tunai di Gerai Retail;

5. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia Marketplace:

a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung
maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi),
dalam hal mabi’ berupa barang; dan

b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik secara
langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia
Ekspedisi), dalam hal mabi’ berupa manfaat.

6. Dalam hal pengiriman dan serah-terima mabi’ dilakukan
menggunakan jasa Penyedia Ekspedisi, maka dilakukan akad ijarah
antara Penyedia Ekspedisi dengan Penjual atau Pembeli (sesuai
kesepakatan);

7. Dalam hal Mabi’ yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan

deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak
untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (Hak Khiyar);
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8. Dalam hal Mabi’ rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (al-tagshir)
atau melampaui batas (al-ta ‘addi), Penyedia Jasa Ekspedisi wajib
bertanggung jawab atas kerusakan mabi’ tersebut.

Kesepuluh : Ketentuan Mekanisme Bai‘ al-Samsarah, Wakalah bi al-Ujrah, dan
Ju‘alah dalam Marketplace-Konsinyasi

A. Mekanisme Bai‘ al-Samsarah
1. Pedagang dan Penyedia Marketplace melakukan akad bai‘ al-
samsarah dalam rangka menjual barang dan/atau jasa;

2. Penyedia Marketplace menawarkan barang dan/atau jasa serta
harganya kepada Pelanggan melalui Platform Marketplace;

3. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membeli barang
dan/atau jasa dengan harga yang disepakati;

4. Harga dapat dibayar melalui fasilitas pembayaran yang
disediakan Penyedia Marketplace dengan cara transfer, uang
elektronik, tunai di Gerai Retail, atau cara pembayaran lainnya
yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

5. Penyedia Marketplace menerima imbalan samsarah atas jasa
keperantaraan yang dilakukannya;
6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia Marketplace:

a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung
maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia
Ekspedisi), dalam hal Mabi’ berupa barang; dan

b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik
secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa
Penyedia Ekspedisi), dalam hal Mabi’ berupa manfaat.

7. Dalam hal Mabi’ yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan
deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak
untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (Hak Khiyar);

8. Dalam hal Mabi’ rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai
(al-tagshir) atau melampaui batas (al-fa‘addi), Penyedia Jasa
Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan Mabi’
tersebut.

B. Mekanisme Wakalah bi al-Ujrah

1. Pedagang dan Penyedia Marketplace melakukan akad wakalah bi
al-ujrah dalam rangka menawarkan dan menjual barang dan/atau
jasa, dengan menyepakati jumlah wjrah yang menjadi hak
Penyedia Marketplace sebagai wakil,

2. Penyedia Marketplace menawarkan barang dan/atau jasa serta
nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform
Marketplace;
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3. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya
dengan nominal harga yang disepakati;

4. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara
yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang
elektronik, atau tunai di Gerai Retail;

5. Penyedia Marketplace menerima wujrah atas jasa penawaran
dan/atau penjualan barang dan/atau jasa;

6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia Marketplace mewakili

Pedagang untuk:

a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung
maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia
Ekspedisi), dalam hal Mabi’ berupa barang; dan

b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik
secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa
Penyedia Ekspedisi), dalam hal Mabi’ berupa manfaat.

7. Dalam hal Mabi’ yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan
deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak
untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (Hak Khiyar);

8. Dalam hal Mabi’ rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai
(al-tagshir) atau melampaui batas (al-ta‘addi), Penyedia Jasa
Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan Mabi’
tersebut.

C. Mekanisme Ju alah
1. Pedagang dan Penyedia Marketplace melakukan akad ju ‘alah
dalam rangka menjual barang dan/atau jasa, dengan menyepakati
nominal imbalan (ju /) yang menjadi hak Penyedia Marketplace,

2. Penyedia Marketplace menawarkan barang dan/atau jasa serta
nominal harganya kepada Pelanggan melalui Platform
Marketplace;

3. Pelanggan menyetujui penawaran tersebut dan membelinya
dengan nominal harga yang disepakati;

4. Harga dapat dibayarkan sesuai kesepakatan dengan cara-cara
yang sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku antara lain transfer, menggunakan uang
elektronik, atau tunai di Gerai Retail;

5. Penyedia Marketplace menerima imbalan (ju) atas jasa
penjualan barang dan/atau jasa;

6. Setelah akad jual beli dilakukan, Penyedia Marketplace mewakili
Pedagang untuk:
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a. menyerahkan barang kepada Pembeli baik secara langsung
maupun tidak langsung (menggunakan jasa Penyedia
Ekspedisi), dalam hal Mabi’ berupa barang; dan

b. menyerahkan bukti hak atas manfaat kepada Pembeli baik
secara langsung maupun tidak langsung (menggunakan jasa
Penyedia Ekspedisi), dalam hal Mabi’ berupa manfaat.

7. Dalam hal Mabi’ yang diterima Pembeli tidak sesuai dengan
deskripsi yang disampaikan pada saat akad, maka Pembeli berhak
untuk melanjutkan jual-beli atau tidak (Hak Khiyar).

8. Dalam hal Mabi’ rusak karena Penyedia Ekspedisi lalai (al-
tagshir) atau melampaui batas (al-ta‘addi), Penyedia Jasa
Ekspedisi wajib bertanggung jawab atas kerusakan Mabi’
tersebut.

Kesebelas : Pemberlakuan Ketentuan Akad dalam Marketplace-Konsinyasi

1. Dalam hal dilakukan akad bai’ al-samsarah, berlaku ketentuan Fatwa
DSN-MUI No: 93/DSN-MUI/IV/2014 tentang Keperantaraan
(Wasathah) dalam Bisnis Properti;

2. Dalam hal dilakukan akad wakalah bil ujrah, berlaku ketentuan Fatwa
DSN-MUI No: 113/DSN-MUV/IX/2017 tentang Wakalah bil Ujrah;

3. Dalam hal dilakukan akad ju ‘alah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-
MUI No: 62/DSN-MUI/X11/2007 tentang Akad Ju ‘alah;

4. Dalam hal dilakukan akad ijarah, berlaku ketentuan Fatwa DSN-MUI
No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah;

5. Dalam hal dilakukan saling berjanji untuk melakukan akad, berlaku
ketentuan Fatwa DSN-MUI No: 85/DSN-MUI/XI1/2012 tentang Janji
(Wa’d) dalam Transaksi Keuangan dan Bisnis Syariah.

Keduabelas : Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan
peraturan yang berlaku:

a. melalui musyawarah mufakat;

b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain Badan Arbitrase

Syariah Nasional (Basyarnas) Majelis Ulama Indonesia atau
Pengadilan Agama.

Ketigabelas : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta
disempurnakan sebagaimana mestinya jika dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan.
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